
BUPATI MUKOMUKO 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO 
NOMOR 26 TAHUN 2017 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, HAK 
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUKOMUKO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 
13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 25 ayat (6), 
Pasal 30, Pasal 3 1 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (3) Peratura n 
Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2017 ten tang 
Kedudukan Proto koler, Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewa n Perwakila n Rakyat Daerah 
Kabupaten Mukomuko serta untuk menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Mukomuko, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Mukomuko Nomor 9 Tahun 2017 ten tang Kedudukan 
Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Mukomuko; 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4266); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
tela h dubah beberapakali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuanga n dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoma n Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapaka li terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 11 
(Bed ta Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 20 11 
ten tang Pedoman Ori en tasi dan Pendalaman Tugas 
Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 20 17 
tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 
2017 te n tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 
2017 Nomor 6); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Ta hun 
2017 ten tang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 9); 

9 . Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (Serita 
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 38); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN OAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 9 
TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, HAK 
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
MUKOMUKO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Mukomuko. 
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakya t Daerah 
Kabupaten Mukomuko. 



4. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten 
Mukomuko. 

5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua 
dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Mukomuko. 

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko. 

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris 
Dewa n Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko. 

8. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah 
Alat Kelengkapan se bagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Mukomuko. 

9. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat daerah berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko. 

10. Fraksi adalah pengelompokan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daera h yang mencerminkan konfigurasi Pa r tai Poli t ik 
Peserta Pemilihan Umum. 

11. Panitia Kerja yang selanjutnya disebut Panja adalah sebuah 
wadah berkumpulnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan 
dan pendekatan masalah kegiatan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

12. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan di luar 
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

13. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daera h yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

14. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam 
rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan 
kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai 
Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah. 

16. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan 
pelaksanaan tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
poli tik dalam negeri. 

17. Program Pembentukan Peraturan Daera h adalah 
instrument perencanaan program pembentukan Peraturan 
daerah yan g disusun secara terarah, terencana, terpadu 
dan sistematis. 

18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah 
peraturan perundang-undangan yang dibentuk Dewan 
perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama 
Kepa la Daerah. 

19. Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan 
peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari 
perencanaan, persiapan, teknis penyusunan perumusan, 
pembahasan, penetapan/ pengesahan dan penyebarluasan. 



20. Bantuan Hukum adalah pemberian jasa hukum atau 
pendapat hukum oleh lembaga bantuan h ukum atau 
organisasi profesi yang bertindak u ntuk dan atas nama 
Dewan perwakilan Rakyat daera h , terhadap permasalahan 
hukum atau gugatan hukum. 

21. Pengkajian Harmonisasi dan sinkronisasi terhadap 
Peraturan Daerah dan produk Hukum a da lah proses 
identifikasi dan analisis hasil kaj ian terhadap kebutuhan 
sesu atu produk hukum daerah tertentu yang dapat 
dipertanggungjawaban. 

22. Tunjangan Kesejah teraan adalah tunjangan yang 
disediakan berupa jamina n pemeliharaan kesehatan, 
jaminan kecelakaan kerja, pakaian dinas, rumah negara 
dan perlengkapannya, tunja n gan transportasi untuk 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan belanja 
ruma h tangga untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 

23. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI 
adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam 
rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan 
a nggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . 

24. Dana Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang 
disediakan bagi Pimpinan dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
setia p bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang 
be rka itan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan 
la in guna melanca rka n pelaksan aan tugas Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari dan tidak untuk 
keperluan pribadi. 

25. S adan penyelenggaraan jaminan Sosial sela njutnya 
disingkat BPJS adalah Lem baga Negara yang 
menyelenggara kan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan pada 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Mukomuko. 

26. Pem eliha raan Kesehatan adalah kegiatan pem eliharaan 
kesehatan yang m eliputi peningka tan penyembuha n dan 
pemulihan kesehatan. 

27. Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk 
mendukung ke lancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan 
wewenang Dewan Pewakilan Rakyat Daerah. 

28. Tenaga Ahli adalah seseora ng yang memenuhi syarat dan 
d iangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah atas u su! Pimpinan Fra ksi yang 
mem ban tu F'raksi dalam m elaksanakan tugas dan 
fungsinya. 

29. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah Kelompok atau tim 
yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan 
oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daera h dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya. 

30. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD a da lah a nggaran Pendapatan da n Belanja 
Daerah Kabu paten Mukomuko. 

31. Ha ri adalah Ha ri Kerja. 



BAB II 
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Bagian Kesatu 
Penghasilan 

Pasal2 

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari: 
a. Uang Representasi; 
b. Tunjangan Keluarga; 
c. Tunjangan Beras; 
d. Uang Paket; 
e. Tunjan gan Jabatan; 
f. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan 
g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain. 

Pasal 3 

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Penerimaan lain berupa 
Tunjangan Komunikasi lntensif dan Tunjangan Reses. 

Paragraf Kesatu 
U ang Represen tasi 

Pasal4 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi 
setia p bulan. 

(2) Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,­
(dua juta seratus ribu rupiah). 

(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % 
(delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD 
a ta u sama dengan Rp. 1.680.000,- (satu juta en a m ratus 
delapan puluh ribu rupiah). 

(4) Uang Representasi anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh 
puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau 
sama dengan Rp. 1.575 .000,-(satu juta lima ratus tujuh 
puluh lima ribu rupia h). 

Paragraf Kedua 
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras 

Pasal 5 

(1) Pimpina n dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga 
dan tunjangan beras setiap bulan. 

(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), besarnya sama denga n yang 
berlaku pada pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundan g-undangan. 



Paragraf Ketiga 
Uang Paket 

Pasal 6 

( 1) Pimpinan dan Anggota DPRD dibe rikan uang paket setiap 
bula n . 

(2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 
10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang 
bersangkutan, yaitu: 
a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 2 10.000,- (dua ratus sepuluh 

r ibu rupia h); 
b. Waki l Ketua DPRD, sebesar Rp. 168.000,- (seratu s 

en a m puluh delapa n ribu rupiah); dan 
c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima 

puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). 

Paragraf Keempat 
Tunjangan Jabatan 

Pasal 7 

( 1) Pimpinan dan anggola DPRD diberikan tunjangan jabatan 
setiap bulan. 

(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
se besar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang 
representasi, yaitu: 
a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta e m pat 

puluh lima ribu rupiah); 
b . Wa kil Ketu a DPRD, sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta 

empa t ratus tiga puluh en a m ribu rupiah); dan 
c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua 

ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ra tus lima puluh 
rupiah ). 

Paragraf Kelima 
Tun_iangan Alat Kelen gkapan dan Tunjangan 

Ala t Kelengka pa n La in 

Pasal 8 

(1) Pim pinan dan a nggota DPRD yan g duduk dalam badan 
musyawarah, komisi, badan a ngga ran, badan pembentukan 
pe rda, badan kehormatan, atau a lat kelen gkapan lainnya, 
diberikan tunja ngan alat kelengkapan dan tunjangan alat 
kelengkapan lain setiap bulan. 

(2) Tunjangan a lat kelengkapan dan tunjangan alat 
ke lengkapan la in sebagaiman a dimaksud pada ayat ( 1) 
diberikan dengan ketentuan untuk jabatan: 
a . Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari 

tunjangan jabatan ketua DPRD atau sama dengan Rp. 
228.375, - (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus 
tujuh puluh lima rupiah); 



b. Wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan 
jabatan ketua DPRD atau sama dengan Rp. 152.250,­
(seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh 
rupiah); 

c . Sekretaris, sebesar 4% (empat per sen) dari tunjangan 
jabatan ketua DPRD atau sama dengan Rp. 121.800,­
(seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); 
dan 

d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan 
jabatan ketua DPRD atau sama dengan Rp. 91.350,­
(sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh 
rupiah). 

(3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1) dan ayat (2) diberikan selama alat 
kelengkapan la in terbentuk dan melaksanakan tugas. 

Bagian Kedua 
Penerimaan Lain 

Pasal9 

(1) Pimpinan dan anggota DPRD, diberikan tunjangan 
komunikasi intensif setiap bulan dan tunjangan reses 
setiap melaksanakan kegiatan reses. 

(2) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d iberikan 5 (lima) kali 
dari uang representasi ketua DPRD, atau sama dengan Rp. 
10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) . 

BABJII 
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DPRD 

Bagian Kesa tu 
Jaminan Keseh atan 

Pasal 10 

(1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan jaminan kesehatan 
setiap bulan dalam bentuk iuran kepada S adan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perunda n g-undangan yang berlaku. 

(3) Sela in jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) , pimpinan dan a n ggota DPRD disediakan 
pemeriksaan kesehatan. 

(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaim ana dimaksud pada ayat 
(3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan 
di lakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan 
a n ak. 



Bagian Kedua 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian 

Pasal 11 

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan jaminan kecelakaan 
kerja dan jaminan kematian dalam bentuk iuran/prerrii sesuru 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Bagian Ketiga 
Pakaian dan Atribut 

Pasal 12 

(1) Kepada Pimpinan dan anggota DPRD d isediakan pakaian 
dinas dan atributnya dengan m empertimbangkan prinsip 
efisiensi, efektifitas dan kepatutan. 

(2) Pakaian dinas dan atributnya untuk pimpinan dan anggota 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 
a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 

1 (satu) tahun; 
b. Pakaia n S ipil Resmi disediakan 1 (satu ) pasang dalam 

1 (satu) tahun; 
c. Pa ka ian S ipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang 

dalam 5 (lima) tahun; 
d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan 1 

(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan 
e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 

(satu) pasang dalam 1 (satu) ta h un. 

Bagian Keempat 
Ruma h Negara dan Perlengkapannya 

Pasal 13 

(1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan 
perlengkapannya. 

(2) Kepada anggota DPRD dapat disediakan rumah Negara dan 
perlengkapannya. 

(3) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat m enyediakan 
rumah Negara dan perlengkapannya bagi pimpinan DPRD 
dan/atau rumah Negara bagi a n ggota DPRD sebagaimana 
d im aksud pada Pada ayat (1) dan ayat (2) , kepada yang 
bersangkutan d iberikan tunjangan perumahan. 

Pasal 14 

( 1) Tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD dan anggota 
DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan 
ayat (2) dibe.rikan dengan memperhatikan asas kepatutan, 
kewajaran, rasion a litas, standar harga setempat yang 
berlaku, dan standar luas bangunan dan la h an rumah 
negara sesua1 dengan ketentua n peraturan perundang­
u nda n gan. 



(2) Tunjan gan Pcrurnaha n sebagaimana dimaksud pada Pasal 
13 ayal (3) dibcrikan dalam bentuk uang dan dibayarka n 
setiap bulan yang d ibebankan kepada APBD Sekretariat 
DPRD Ka bupa te n Mukomuko, denga n rincian sebagai 
be riku t: 
a . Ketua , sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus 

ribu rupiah); 
b . Wakil Ketu a, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta 

rupia h); da n 
c . Anggota, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus 

ribu rupia h) . 

Bagian Kelima 
Ke ndaraan Dinas Jabatan dan Tunjan gan Transpor tasi 

Pasal 15 

( 1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas 
jabatan. 

(2) Kepada Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi 
setia p bulan. 

(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diberikan da larn bentuk u ang dan dibayarka n setiap 
bulan (30 ha ri) yan g dibebankan kepada APBD Sekretariat 
DPRD Kabupaten Mukomuko, sebesar Rp 13.500.000,- (tiga 
belas juta lima ratus ribu rupiah) . 

Bagian Keenam 
Bela nja Rumah Tangga 

Pasal 16 

(1) Ke pada Pirnpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga. 

(2) Belanja rumah ta ngga Pimpina n DPRD sebagaimana 
dimaksud pa da ayat (1) d igunakan untuk memenuhi 
kebutuha n minima l ruma h tangga dengan 
m empertimba ngkan kem a mpuan keuangan daerah. 

(3) Be lanja rumah tangga sebagaima n a dimaksud pada ayat (2) 
dianggarkan da!am program da n kegiatan Sekretariat DPRD 
setiap ta hun anggaran . 

Bagian Ketujuh 
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD 

Pasal 17 

( 1) Ke pada Pimpina n a ta u Angggota DPRD yang meninggal 
dunia atau mengakhiri masa ba ktinya diberikan uang jasa 
pengabdian. 

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebaga imana dimaksud 
pada ayat ( 1) , diberikan dengan disesuaikan masa bakti 
pimpinan atau Anggota DPRD dengan rincian sebagai 
berikut: 



a. Untuk masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 
(satu) tahun, diberikan sebesar 1 (satu) bulan uang 
representasi; 

b. Untuk masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun 
diberikan sebesar 2 (dua) bulan uang represen tasi; 

c . Untuk masa bakti sampai dengan 3 (tiga ) tahun 
diberikan sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; 

d. Untuk masa bakti sampai den gan 4 (empat) tahun 
diberikan sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; 
atau 

e. Unluk masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun 
diberikan sebesar 6 (enam) bulan uang representasi. 

(3) Da la m ha! Pimpinan atau Anggota DPRD meningga l dunia, 
uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada (2) 
diberikan kepada ahli warisnya. 

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yan g 
bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perunda ng-undangan. 

(5) Dalam ha! Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan 
dengan tid ak hormat, tida k diberikan uang Jasa 
pengabdian. 

BAB IV 
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD 

Bagian Kesatu 
Belanja Kegiatan 

Pasal 18 

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang 
DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan. 

(2) Belanj a penunjan g kegiatan DPRD sebagaima n a dimaksud 
pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang 
ditetapkan Pimpinan DPRD, berupa kegiatan: 
a. Program, yan g terdiri atas: 

1. Penyelen ggaraan ra pat; 
2. Kunjungan kerja; 
3 . Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda; 
4. Peningkatan kapasitas dan profesion alisme 

sumbe r daya manusia dilingkungan DPRD; 
5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerin tahan 

dan kemasyarakatan; dan 
6 . Program lain sesuai dengan tu gas, fungsi dan 

wewena ng D PRO. 
b. Dana operasion al Pimpinan DPRD; 
c. Pembentukan kelompok pakar atau tim a hli alat 

kelengkapan DPRD; 
d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan 
e. Belanja sekretariat fraksi. 

(3) Belanja pen unjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yan g ditetapkan 
sesu a i dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 



Pasal 19 

Program sebagaimana dima ksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a 
diuraikan ke dalam bebera pa kegiatan sesuai dengan ketentua n 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Penyelenggaraan Rapat 

Pasal 20 

Penyelen ggaraan ra pa t DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (2) huruf a a n gka 1 yang dilakukan di dalam 
gedung DPRD, disedia ka n makanan ringan (snack) dan 
konsums i, sedangkan penyelenggaraan rapat di luar gedung 
DPRD dan/atau lua r daerah disediakan akomodasi dan 
konsumsi serta kelengka pan ra pat. 

Bagian Ketiga 
Kunjungan Kerja 

Pasal 21 

(1) Kunjungan kerja sebagaim a na dima ksud dala m Pasal 18 
ayat (2) huruf a angka 2 dalam rangka pelaksanaan tugas, 
fungsi dan kewenangan DPRD dilaksanakan dida la m 
Kabupaten, diluar Kabupaten dan kunjungan kerja kelua r 
negeri h anya untuk hal-hal bersifat penting dan mendesak 
serta tidak terlalu m embebani APBD. 

(2) Kunjungan kerja sebagaima na dimaksud pada ayat (1 ) 
dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewena n g 
DPRD berupa pe rjalanan dinas untuk melakukan studi 
banding, penjaringan aspirasi m a syara kat, m elakukan 
pengawasan pembangunan dan pengawasan terh adap 
permasalahan yang timbul di masyarakat. 

(3) Dala m ra ngka melaksanakan perja la na n dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), yang bersangkuta n dapat d iberikan 
biaya perja lanan dinas sesuai dengan ketentuan peruda n g­
unda n gan yang berlaku. 

Bagian Keempat 
Pengkaj ian , Penelaahan dan Penyiapan Perda 

Pasal 22 

(1) Untuk m endukung kela ncaran pelaksanaan fungsi 
pembentuka n Perda oleh DPRD, dilakukan pengkajia n, 
penelaah a n , h a rmonisasi d an sinkronisa si terhadap Perda. 

(2) Pengkaj ian , pen elaah an, harmonisasi dan sinkronisasi 
sebagaimana dimaks'...l.d pada ayat (1) adalah proses 
identifikasi da n analisis yang dapat dipertanggungjawabka n 
terhadap kebutuha n akan suatu Perda tertentu yang 
m eliputi bida ng p engkajian terhadap Perda sesuai dengan 
jumlah bid a ng yang terdapat pada Komisi DPRD. 



Bagian Kelima 
Peningkatan Ka pasitas dan Profesionalisme Sumber Daya 

Manusia di Lingkungan DPRD 

Pasal23 

Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan 
Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme 
Manusia . 

Bagian Keenam 

dana untuk 
Sumber Daya 

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan 
Kem asyarakatan 

Pasal 24 

Untuk mendukung kela n caran tugas, fungsi da n wewenan g 
DPRD terkait Koordinas i da n Konsultasi, Pimpina n dan Anggota 
DPRD disediaka n dana Koordin asi dan Konsultasi Kegiatan 
Pemerinta han da n Kem asyarakatan. 

Bagian Ketujuh 
Dana Operasiona l Pimpinan DPRD 

Pasal25 

( 1) Da n a Operasional Pimpina n DPRD sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan 
ke pada Ketua DPRD dan Wa kil Ketua DPRD. 

(2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pa da ayat (1 ) 
diberikan sesuai dengan kema mpuan keuangan daerah 
yang disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan 
rinc ian sebagai berikut: 
a . Ketua, sebanyak 4 (empa t) kali dari uang represen tas i 

Ketua DPRD atau senila i Rp. 8.400.000,- (delapan juta 
empat ratus ribu rupiah); dan 

b. Waki l Kctua, sebanyak 2,5 (dua seten gah) kali dari 
uang representasi Wakil Ke tua DPRD a tau senilai Rp. 
4.200.000, - (empat juta dua ratus ribu rupia h) . 

(3) Pemberian dana operasion a l sebagaimana dima ksud pada 
ayat (3) dilakuka n setiap bulan dengan ketentuan: 
a . 80% (delapan puluh persen) d iberikan secara seka ligus 

untuk semua biaya atau disebut lumpsum ; dan 
b. 20% (dua puluh persen) diberika n untuk dukungan 

dana operasiona l lainnya. 

Bagian Kedela pa n 
Pembentukan Kelompok Pakar atau 

Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD 

Pa sal26 

(1) Kelompok paka r atau tim a hli a lat kelengkapa n DPRD 
sebagaima na dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c 
merupakan sejumlah tertentu pakar a tau a hli yang 
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai 
de ngan kebutuhan tugas, fun gsi dan wewenang DPRD yan g 
tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan 
kebutuha n DPRD atas usu! a nggota, pimpinan fraksi dan 
a lat kelengkapan DPRD. 



(2) Ke lompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD 
sebagima n a dima k sud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang 
untuk setiap a lat kelengkapan DPRD. 

(3) Pembayara n kompen sasi bagi ke lompok pa kar atau tim a h li 
alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kegiatan sesua i 
den gan kebutuha n DPRD atau kegiatan ter tentu DPRD dan 
dapat dilakukan dengan harga satuan ora ng kegiatan. 

Pasal27 

( 1) Kelompok pakar atau tim ahli a lat kelengkapan DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), paling 
sediki t harus memenuhi syarat antara lain: 
a. berpendidikan serendah -rendahnya Strata 1 (Sl) 

dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, 
berpendidikan Strata 2 (S2) dengan pengala man kerja 
pa ling sedikit 3 (tiga) tahun, atau Strata 3 (S3) den gan 
pengala man kerja paling sedikit 1 (satu) tahun; 

b . m enguasai bida n g pemerintahan atau yang diperluka n; 
dan 

c . m e nguasai tugas fungsi DPRD . 

(2) Kelompok pa kar atau tim ahli alat kelengka pa n DPRD 
sebagaimana d imaksud pa da ayat (1) ditetapkan dengan 
keputusan sekre ta ris DPRD. 

Bagia n Kesembilan 
Be la nja Sekretariat Frak si 

Pasal28 
(1) Tenaga a hli fra k si merupa ka n tenaga ahli yang disedia kan 1 

(satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai 
kemampuan da lam d isiplin ilmu tertentu yang mendukung 
tugas fra ksi serta diberikan kompensasi den gan 
memp erhatikan standar keahlian, prin sip efisien si, dan 
sesu ai dengan kemampuan keua n gan daerah. 

(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapka n dengan keputusan sekretaris DPRD. 

Bagian Kesepuluh 
Belanja Sekretariat Fraksi 

Pasal29 

(1) Bela nja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dala m 
Pasal 18 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat 
DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan 
kemampuan keuan gan daera h. 

(2) Be lanja sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sara n a 
da n a nggaran. 

(3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat 
DPRD dan kelengkapan ka ntor sesuai dengan ketentua n 
peratura n perundang-undangan dan tidak termasuk sarana 
mobilitas. 

(4) Penyediaan a n ggaran meliputi pemenuhan kebutuhan 
belanja a lat tulis kantor dan mak an minum ra pa t fraksi 
yang dise lenggarakan d ilingkungan DPRD dengan 
m emperhatikan prinsip efisiensi, efek tifitas, dan kepatuta n . 



-

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal30 

Pela ksanaan Peraturan Bupati ini harus sesuai dan berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 31 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka: 
a. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-600 Tahun 2016 

ten tang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Mukomuko; dan 

b. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-65 Ta hun 2017 
tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif 
Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah serta Belanja Penunjang Operasional Pimpina n 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal32 

Peraturan Bupati 1m berlaku surut terhitung sejak tanggal 4 
Sep tern ber 2017. 

Agar setiap oran g mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko. 

Ditetapkan di Mukomuko 
pada tanggal Ol~Brn. 2017 

CHOIRUL HUDA 

Diundangkan di Mukomuko 
p da tanggal 3r O(<fDBEn 2017 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR .............. . 


